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KEPALA DESA KEDUNGMLATI
KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DESA KEDUNGMLATI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGMLATI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah
Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor §717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Desa/Kelurahan;



raJ

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6 Peraturan Menten Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrast Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman
Newenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

T Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 1/D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);

13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kera
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 57 /D).

J

s

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMLATI
dan
KEPALA DESA KEDUNGMLATI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa Kedungmlati.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa vang
mempunyal wewenang. tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayvahan.

. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan
Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan
Kepala Desa.

. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-
batas vang jelas dan merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan pemerintahan Desa.

. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah BPD Kedungmlati.

BAB II
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1)Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:

a. Kepala Desa;

b. Perangkat Desa

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :

a. Sekretaris Desa;

b. Pelaksana Teknis; dan

c. Pelaksana Kewilayahan.

(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.
Pasal 3

(1)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) huruf a dibantu oleh:

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
b. Kepala Urusan Keuangan; dan

c. Kepala Urusan Perencanaan.

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf b, terdiri dari:

a. Kepala Seksi Pemerintahan,;

b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
c. Kepala Seksi Pelayanan.

(3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
a. Kepala Dusun Kedungmlati;
b. Kepala Dusun Gondang;

c. Kepala Dusun Tugu.
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Pasal 4
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemermtal
Desa yang memumpin penvelenggaraan Pemermtaban
Desa.
Sekretaris Desa berkedudukan sebaga: unsur Peramgiac
Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Selc=tarat
Desa.
Kepala Urusan berkedudukan sebesgs: unsur smf
sekretanat desa
Kepala Dusun berkedudukan sebags: unsur pembacnt:
Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilavahano
Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teicus.

Desa, melaksanakan pembangunan. pemiinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masvaraikar

Untuk melaksanakan tugas sebagumana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Desa memuliic fungm-fungwm sebagu

berikut:

a. menyelenggarakan Pemenntahan Desa. sepern mm
praja Pemenntahan, penetapan peraturan < desa,
pembinaan masalah pertarahan. pemihiraan
ketentraman dan keteruban, melakukan upava
perlindungan masvarakar, admimscas
kependudukan, dan penataan dan pengeiciaan
wilayah.

b. melaksanakan pembangunan, sepertu pembangunan
sarana prasarana perdesaan, can pembanguran
bidang pendidikan, kesehatan

c. pembinaan kemasyarakatan K sepert pelaksanaan bhak
dan kewajiban masyarakat, partusipasi MASVArakac
sosial budaya masyarakat  kesgamaas  dao
ketenagakerjaan.

d. pemberdayaan masyarakat sepert fugss scsialisas
dan motivasi masvarakat di bidang budaya, ekonom.
pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e. menjaga hubungan kemitraan dengsn lembag
masyarakat dan lembaga lannya

Pasal 6

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepals Desa dalam

bidang administrasi pemerintahan dibantu cleh Kepala

Urusan.

Untuk melaksanakan tugas sebegaimana vang dmaksud



(1)

(2)

(1)

pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata
naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan
ekspedisi.

b. melaksanakan urusan umum seperti penataan
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan
dinas, dan pelayanan umum.

c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa
lainnya.

d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa
dalam wurusan pelayanan administrasi pendukung
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Urusan mempunyai fungsi :

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi
seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti
tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan
ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa,
penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa,
perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa
lainnya.

c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi
mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
Desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
program, serta penyusunan laporan

Pasal 8

Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam
pelaksanaan tugas di wilayahnya.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:

a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan

upaya perlindungan masyarakat, mobilitas
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah.

b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran
masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

(1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional..

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai
fungsi:

a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi
melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan,
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, pelaksanaan upaya  perlindungan
masyarakat, kependudukan, penataan dan
pengelolaan  wilayah, serta pendataan dan
pengelolaan Profil Desa.

b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi
melaksanakan pembangunan sarana prasarana
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,
olahraga, dan karang taruna.

c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan
penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak
dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya
partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial

budaya masyarakat, keagamaan, dan
ketenagakerjaan.
BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing

dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum
pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan



dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh
Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : KEDUNGMLATI
pada tanggal : 30 JANUARI 2017

KEPALA DESA KEDUNGMLATI
A

- —JLHAM THOHARI

Diundangkan di : KEDUNGMLATI
2 PEBRUARI 2017
SEKRET. DESA KEDUNGMLATI

...................................

LEMBARAN DESA KEDUNGMLATI TAHUN 2017 NOMOR 2/D



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KESAMBEN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMLATI

Alamat : J1. Mlati Nomer 60 KodePos 61484

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMLATI

KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188 / 2/ 415.69.02 / BPD / 2017

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
KEDUNGMLATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMLATI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan
Peraturan di Desa, maka dipandang perlu untuk
Menetapkan Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan
Desa Kedungmlati Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa dengan menuangkannya dalam
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik



oy

Incermsin Bepewn GT117).

4. Versturan Menters Dalarn Negen Sepner 17 Tarion 20007
teritaniy Vedepnnn Veryusunat Gan Verdiayagitant) Lrats
Prefil Dess [ Kelurahan,

5. Persturan Menter) Dalamn Segers Seaornen 111 Tabun 20614
tertang Vedoman Tevnis Versturan In lesa lierita
Megnran Pepubilik Indonesia Tahun 2014 Beamen 27091,

6. Peraturan Menter) [ess, Pembangunan Daerah Teringgz
dan Transenigrasi Nomor 1 Tahun 2015 (entang, Pedornzn
Kewenangan Verdasarkan MHak  Asal  Usul  dan
Kewenangan loka) Jwerskala  Desa  (Berita Negara
Kepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152);

7. Peraturan Menteri Dalam Wegeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang PVengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Pepublik Indonesia Tahun 2016 Romaor 4);

&, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
MNomor 5);

g, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6),

10.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun

2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Organisasi  Pemerintah  Desa  (Lembaran  Daerah

Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/Dj);

12.Versturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);

13, Peraturan  Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang

Tauhun 2016 Nomaor 57 /D).

MEMUTUBKAN

Menetapkan |
Kesatu ¢ Persetujuan  Terhadap  Rancangan  Peraturan Dena



Kedua

10

Kedungmlati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa Kedungmlati
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : KEDUNGMLATI
Pada Tanggal : 30 JANUARI 2017
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA




BERITA ACARA

Nomor :180/ 2 /415.69.02 / 2017
Nomor :180/2/415.69.02 / BPD / 2017

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA KEDUNGMLATI DAN BPD KEDUNGMLATI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGMLATI TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

pada hari SENIN tanggal TIGA PULUH bulan JANUARI tahun DUA RIBU
TUJUH BELAS, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

. ILHAM THOHARI : KEPALA DESA KEDUNGMLATI dalam hal ini
bertindak atas nama Pemerintah Desa
KEDUNGMLATI selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA
1. ACH MUNIF : KETUA BPD DESA KEDUNGMLATI
MAT MALIKI : WAKIL KETUA BPD DESA KEDUNGMLATI

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui
i Peraturan Desa Kedungmlati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa

2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk
mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
ditandatanganinya Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya --------------

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
‘Wi KEPALA DESA KEDUNGMLATI

é

e ILHAM THOHARI

MAT MALIKI
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KEPALA DESA

Kepala Seksi
Pemerintahan

Kepala Seksi

Kesejahteraan

Kepala Seksi
Pelayanan
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SEKRETARIS DESA

Kepala Urusan
Tata Usaha dan
Umum

Kepala
Urusan

Keuangan

Kepala
Urusan
Perencanaan

KEPALA DUSUN
KEDUNGPAPAR

KEPALA DUSUN
KEDUNGBENDO

KEPALA DUSUN
KEDUNGMLATI

KEPALA DUSUN
KRANDEGAN

KEPALA DUSUN
KEDUNGGAYAM

KEPALA DUSUN
INGASKEREP

KEPALA DESA SEBANI




